
PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Sali.nan 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 34 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERlAN PINJAMAN DAERAH 
BAGI PENGUATAN MODAL PADA USAHA PETERNAKAN DAN PERlKANAN 

DIKABUPATENBOJONEGORO 

Menimbang 

Mcngingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOJONEGORO, 

a . bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan protein 
hewani yang scmakin meningkat, diperlukan upaya 
peningkatan produksi per-satuan tem ak dan ikan 
secara kuantitas maupun kualitas, salah satunya 
adalah melalui pengembangbiakan hewan temak dan 
budidaya ikan; 

b. bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud dal.am huruf a, Pemerintah 
Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau, mcngalokasikan dana bagi 
usaha temak maupun budidaya ikan dalam bentuk 
pinjaman modal usaha; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
d imaksud dalam huruf a dan huruf b, maka agar 
penyaluran pinjaman modal dapat terlaksana dengan 
baik, diperlukan suatu mekanisme berupa Pedoman 
Pelaksanaan Pemberian ?injaman Daerah Bagi 
Penguatan Modal Pada Usaha Petemakan dan 
Perikanan di Kabupaten Bojonegoro, yang ditetapkan 
dengan Peratu ran Bupati; 

l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentu kan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan pada 
tanggal 8 Agustus 1950); 

2 . Undang- Undang Nomor I l Tahun 1995 tentang 
Cukai (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 
1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana '\elah 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu n 
2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4 755 }; 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggtlllg Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tal1un 2004 Nomor 66, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 temang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republiik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah yang ked1s1a kalinya dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844) ; 

7 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Repu blik Indonesia Nomor 4438); 

7 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang 
Usaha Petcrnakan (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1977 Nomor 21 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

11. Peraturan l'emerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerall (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tallun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Ne.gara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik 
lndo11esia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

I 5. Pera tu ran Pres id en Nomor I Tahun 2007 ten tang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
20 11; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

18. Peraturan Menteri Keuangan : 84/ PMK.07 / 2008 
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi 
Dana Bagi hasil Cukai Tembakau ,,.;baimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
20/ PMK.07 /2009; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 ten tang Pedoman Pengelolaan lnvestasi 
Pemerintah Daerah; 

2 1. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 
2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan 
Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 
tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Kabupacen Bojonegoro (Lembaran li'aerali Kabupaten 
Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah 
diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 20 I I 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2011 Nomor l 0}; 



Menetapkan 
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25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2009 tentang Togas 
Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro 
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan 
Peraturan Bupati Nomor 3 'Tahun 2012; 

26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 
tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil 
Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
PEMBERIAN PINJAMAN DAERAH BAGI PENOUATAN 
MODAL PADA USAHA PETERNAKAN DAN PERIKANAN DI 
KABUPATEN BOJ ONEOORO. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
I. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2 . Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten 

Bojonegoro. 
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro. 
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan 

Kabupaten Bojonegoro. 
5. Camat adaJah pemimpfo dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di ,vilayah kerja 
kecamatan ya ng dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan 
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian 
urusan otonomi dacrah, dan menyelenggarakan tugas 
umum pc merintahan . 

6. Kepala Desa adalah seorang pejabat yang ditunjuk dan 
diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala 
Oesa dalam kurun waktu tertentu. 

7. Lurah adaJah pejabat yang d itunjuk dan diangkat oleh 
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, 
wewenang dan kewajiban di wilayah kerja Kelurahan. 

8. Bank Pelaksana adaJah PT. Bank Pembangunan J awa 
Timur Cabang Bojonegoro, 

9. Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan adalah 
Petugas Teknis dari Oinas Petemakan dan Perikanan 
Kabupaten Bojonegoro yang berada di kecamatan. 

10. Kelompok adalah kelompok Petani Temak/ Pcmbudidaya 
lkan yang mendapatkan pinjaman penguatan modal dari 
daerah, baik yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau. 
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l l. Rencana Usaha Kelompok/Rencana Definitif Kebutuhan 
Kelompok, yang selanjutnya disingkat RUK/RDKK 
adalah perencanaan biaya/ anggaran yang diperlukan 
untuk pelaksanaan kegiatan kelompok. 

Pasal 2 

(1) Sumber dana Pemberian Pinjaman Daerah Bagi 
Penguatan Modal Pada Usaha Peternakan dan Perikanan 
di Kabupaten Bojonegoro adalah berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Ka bu paten Bojonegoro 
yang bersumber dari : 
a. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 
b. Selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 

(2) Pemberian Pinjaman scbagaimana dimaksud pada ayat 
( I) dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan 
Bank Pelaksana yang dituangkan dalam bentuk 
Perjanjian Kerja Sama yang paling sedikit memuat 
tentang pelaksanaan pengajuan, penyaluran, 
penyimpanan surat jaminan dan pengembalian pinjaman. 

(3) Berdasarkan Perjanjian !Kerja Sama sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Bank Pelaksana sebagai kuasa 
dari Dinas, menindaklanjuti membuat Perjanjian Kerja 
Sama dengan kelompok yang mengajukan permohonan 
pinjaman, yang paling sedikit berisi tentang pelaksanaan 
penyaluran, penyimpanan surat jaminan, pengembalian 
pinjaman dan jasa Bank sesuai dengan kesepakatan 
bersama antara Bank Pelaksana dengan kelompok 
pemohon. 

Pasal 3 

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi : 
I. Sumber Dana Pemberian Pinjaman Daerah Bagi 

Penguatan Modal Pada Usaha Petemakan dan Perikanan 
di Kabupatcn Bojonegoro; 

2. Tujuan dan Sasaran Pembcrian Pinjaman; 
3. Mekanisme Pemberian Pinjaman; 
4 . Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. 

BABrI 
TUJUAN DAN SASARAN 

Pasal 4 

Tujuan Pemberian Pinjaman Daerah Bagi Penguatan Modal 
Pada Usaha Petemakan dan Perikanan di Kabupaten 
Bojonegoro adalah : 
a. Memperkuac modal usaha petemakan dan budidaya 

ikan; 
b. Meningkatkan mutu dan produktivitas usaha petemakan 

dan budidaya ikan; 
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c. Meningkatkan pendapatan petemak dan pembudidaya 
ikan serta penguatan ekonom.i masyarakat di lingkungan 
usaha peternakan dan budidaya ikan. 

Pasal 5 

(1) Sasaran Pemberian Pinjaman Daeran yang bersumber 
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah 
peternak kambing/domba yang tergabung dalam suatu 
kelompok di lingkungan industri hasil tembakau 
dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil 
tembakau, yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penerima 
pinjaman. 

(2) Sasaran Pemberian Pinjaman Daerah yang bersumber 
dari selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah 
peternak dan pembudidaya ikan yang tergabung dalam 
suatu kelompok, yang ditetapkan oleh Bupati sebagai 
penerima pinjaman. 

BABIU 
MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN 

Bagian Kesatu 
Pengajuan dan Penetapan Lokasi Kegiatan 

Pasal 6 

Proses seleksi pemberian Pinjaman bagi Penguatan Modal 
yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
maupun selain Dana Bagi Hasrn Cukai Hasil Tembakau, 
ditaksanakan secara terbuka dan ditctapkan secara 
musyawarah atas dasar kepentingan peningkatan mutu dan 
produktifitas usaha peternakan/budidaya ikan. 

Pasal 7 

(I) Kclompok mengajukan proposal permohonan pemberian 
pinjaman daerah kepada Bupati melalui Kepala Dinas. 

(2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dengan membentuk 
Tim Teknis yang beranggotakan unsur dari Dinas. 

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) bekelja bersama-sama dengan 
Bank Pelaksana. 

(4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
melaksanakan pengumpulan data dan informasi melalui 
survey lapangan untuk melihat kesiapan kelompok 
peminjam dan lokasi kelompok, ditinjau dari sisi teknis 
peternakan/budidaya ikan. 

(5) Bank Pelaksana melaksanakan peninjauan dari teknis 
kelayakan usaha (bank tcknis). 
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(6) Berdasarkan hasil seleksi Tim Teknis dan Bank 
Pelaksana terhadap kesiapan kelompok peminjam dan 
lokasi kelompok yang dituangkan dalam Berita Acara, 
selanjutnya Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara 
tersebut mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan 
sebagai penerima pinjaman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 ayat (2). 

Bagian Kedua 
Persyaratan Permohonan 

Pasal8 

bagi kelompok yang mengajukan 
Pinjaman Bagi Penguatan Modal yang 

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, 

(I ) Persyaratan 
permohonan 
berasal dari 
antara Jain : 
a . Beranggotakan paling sed.ikit 5 (lima) orang yang 

berada dalam I (satu) Desa/Kelurahan yang sama 
\ditunjukkan melalui KTP/ identitas lain). 

b. Berada dilokasi Jingkungan industri hasil tembakau 
dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil 
tembakau. Anggota sebagaimana dimaksud pada huruf 
a, dapat berasal dari : 
I) . Suami/ istri pegawai perusahaan rokok; dan/atau 
2). Masyarakat pada desa/kelurahan yang ditempati 

industri hasil tembakau; dan/atau 
3) Masyarakat pada Desa/ Kelurahan penghasil bahan 

baku industri hasil tembakau; 
c. Mempunyai kandang. 
d. Menyerahkan proposal kepada Bupati Bojonegoro 

melalui Kepala Dinas yang diketahw Petugas Teknis 
Peternakan dan Perikanan setempat, Kepala 
Desa/ Kelurahan dan Camat setempa t yang dilengkapi 
dengan: 
I) Fotocopy KTP/ identitas lainnya; _ . 
2) Fotocopy Berita Acara pembentukan kelompok yang 

d iketahui Kepala Desa setempat 
3) Daftar pengurus dan anggota kelompok; 
4) RUK (Rencana Usaha Kelompok)/ RDKK (Rencana 

Delinitif Kebutuhan Kelompok) yang d iketahui 
Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan setempat; 

5) Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah setempat 
yang menerangkan bahwa kelompok dimaksud 
berada dilokasi lingkungan industri hasil tembakau 
dan / a tau daerah penghasil bahan baku industri 
hasil tembakau. 

6) Fotocopy jaminan berupa scrtifikat /BPKB. 

(2) Persyaratan bagi kelompok yang mengajukan 
permohonan Pinjaman Bagi Penguatan Modal yang 
berasal dari selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau, antara lain : 
a. Beranggotakan paling sedikit 5 (lima) orang yang 

berada dalam 1 (satu) Oesa/Kelurahan yang sama 
(ditunjukkan melalui KTP/ identitas lain) 
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b. Anggota kelompok mempunyai usaha atau pemah 
berusaha d i bidang petemakan atau perikanan (sesuai 
komoditas); 

c. Mempunyai kandang sesuai dengan komoditas masing­
masing ternak a tau mempunyai kolam untuk budidaya 
ikan; 

d. Menyerahkan proposal kepada Bupati Bojonegoro 
melalui Kepala Dinas yang diketahui Petugas Teknis 
Petemakan dan Perikanan setempat, Kepala 
Desa/ Kelurahan dan Camat setempat yang d ilengkapi 
dengan: 
1) Potocopy KTP/identitas lainnya; 
2) Fotocopy Serita Acara pembentukan kelompok yang 

diketahui Kepala Desa/Lurah setempat; 
3) Daftar pengurus dan anggota kelompok; 
4) RUK (Rencana Usaha Kelompok)/ROKK (Rencana 

Oefinitif Kebutuhan Kelompok) yang diketahui 
Petugas Teknis Peternakan dan Perikanan 
setempat; 

5) Fotocopy jaminan berupa sertifikat /BPKB. 

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaks ud pada ayat (!) 
dan ayat (2), kelompok harus melampirkan persyara tan 
la.in yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana yang 
dilampirkan pada proposal aj uan. 

Bagian Ketiga 
Penyalu ran 

Pasal 9 

(I) Kelompok yang telah d itetapkan oleh Bupati 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), membuka 
rekening tabungan pada Kantor Cabang/Cabang 
Pembantu Bank Pelaksana terdekat dan menyerahkan 
foto copy rekening kepada Dinas. 

(2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
membuat Surat Pernyataan Kesanggupan 
mengembalikan pinjaman daerah sesuai jangka waktu 
yang telah ditentukan serta menyerahkan jaminan dalam 
bentuk sertifikat/ BPKB. 

(3) Sertifikat atau BPKB yang d ijaminkan disimpan pada 
Bank Pelaksana dan dikemibalikan setelah pelunasan 
pinjaman. 

(4) Dinas meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan 
dana masing-masing kelompok calon penerima 
pinJaman sesuai dengan persyaratan, selanjutnya 
mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung 
(SPP-LS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

(5) Penyaluran pmJaman daerah dilaksanakan setelah 
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Bank 
Pelaksana sebagai penerima kuasa dari Dinas dengan 
kelompok penerima pinjaman. 
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(6) Penyaluran pinjaman daerah clitransfer langsung ke 
rekening kelompok oleh Sadan Pengelolaan Keuangan 
dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro lcwat Bank 
Pelaksana. 

(7) Jumlah dana ptnJaman yang disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan daftar yang telah 
ditetapkan oleh Bupati. 

Pasal 10 

(1) Pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (I) huruf a, dilaksanakan per paket dengan besaran 
tiap paket sebesar Rp. 25.0oo,.ooo,- (dua puluh lima juta 
rupiah) untuk budidaya ternak kambing/domba. 

(2) Pinjaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (I) huruf b, dilaksanakan per paket dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
a. Paket pemberian pinjaman untuk pembelian sapi 

induk (sapi betina) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan 
juta rupiah) per ekor. 

b. Paket pemberian pinjaman untuk pembelian sapi 
bakalan (kereman) scbesar Rp. 10.000.000,­
(sepuluh juta rupiah) per ekor. 

c. Paket pemberian pinjaman untuk budidaya ternak 
kambing/domba sebesar Rp. 20.000.000,- (dua 
puluh juta rupiah) per paket. 

d . Paket pemberian pinjaman untuk budidaya ternak 
puyuh sebesar Rp. 10.000.000,-· (sepuluh juta 
rupiah) per paket. 

e. Paket pemberian pinjaman untuk budidaya ikan lele 
sebesar Rp. 10.000.000,- {sepuluh juta rupiah) per 
paket. 

(3) Mekanisme penyaluran pinjaman dan ketentuan 
administrasi scrta biaya yang timbul dalam 
pelaksanaannya, clisesuaikan dengan ketentuan yang 
berlaku pada Bank Pelaksana, yang selanjutnya diatur 
dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bank Pelaksana 
dengan kelompok peminjam sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 ayat (3). 

Pasal 11 

Pengadaan ternak/ ikan dilaksanakan langsung oieh 
kelompok penerima pinjaman. 
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Bagian Keempat 
Pengem balian 

Pasal 12 

( l) Jangka waktu pengembalian pinjaman modal selama 2 
(dua) tahun dimulai sejak tanggal penandatangan 
Pcrjanjian Kerja Sama. 

(2) Pembayaran pinjaman dilakukan dengan dua kali 
angsuran, yaitu pada tahun perta.ma setelah 
penandatanganan kontrak dan selanjutnya sisa 
angsuran dilaksanakan pada tahun kedua. 

(3) Besaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama 
antara Bank Pelaksana dengan kelompok penerima 
pinjaman. 

(4) Pengembalian pinjaman daerah dilakukan secara 
langsung oleh kelompok peminjam kepada Bank 
Pelaksana, yang selanjutnya oleh Bank Pelaksana secara 
langsung d isetor ke Kas Daerah pada hari yang sama. 

BABIV 
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN 

Pasal 13 

(I) Din.as wajib melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan 
Evaluasi kepada kelompok penerima pinjaman daerah 
secara berkelanjutan agar setiap kendala dan 
penyimpangan yang terjadi dapat segera diketahui dan 
diperbaiki sesuai dengan rencana dan sasaran yang 
ditetapkan sehingga kelompok penerima pinjaman 
daerah mampu mengembangkan usahanya. 

(2) Dinas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) kepada Bupati. 

(3) Bank Pelaksana wajib melaporkan setiap bulan tentang 
perkembangan realisasi, angsuran dan tunggakan 
pinjaman daerah kepada Bupati dengan tembusan 
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan 
Daerah Kabupaten Bojonegoro dan Kepala Dinas paling 
lam bat tanggal IO (sepuluh). 
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ini 
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mulai berlaku pada Peraturan Bupati 
diundangkan. 
Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Bojonegoro. 

orang mengetahuinya memerintahkan 
Pera tu ran Bupati m 1 dengan 

Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 19 Juni 2012 

dalam Serita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan d i Bojonegoro 
pad a tanggal l 9 J uni 20 I 2 
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